KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 397 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat
Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 100
Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota

Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
8206);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO.
Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan
mengganti nama Rike Suci Kardia dengan Fredo Permana
serta penyesuaian Jabatan berdasarkan Keputusan
Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1142 Tahun 2024 tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan
Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 100 Tahun 2023
tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto,

tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Keputusan ini.



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
AWAHLUNTO




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 397 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 100 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO



PERUBAHAN KEDUA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

JABATAN
NO NAMA JABATAN DALAM
KEPENGURUSAN
(1) (2) (3) (4)
1. | Hamdani Ketua KPU Kota Sawahlunto dan | Pengarah
Divisi Keuangan, Umum, Rumah
Tangga dan Logistik
Evildo Ramance Divisi Hukum dan Pengawasan Pengarah
3. | Febdori Armansyah | Divisi Perencanaan, Data dan | Pengarah
Informasi
Rika Arnelia Divisi Teknis Penyelenggaraan Pengarah
Rony Yandri Divisi  Sosialisasi, = Pendidikan | Pengarah
Pemilih, Partisipasi Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia
Juni Lesmita Devi Sekretaris KPU Kota Sawahlunto Ketua
7. | Hayatul Mardiah Kepala Subbagian Teknis | Sekretaris
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum
8. | Fredo Permana Kepala Subbagian Perencanaan, | Anggota
Data dan Informasi
9. | Rusnel Kepala Subbagian Partisipasi, | Anggota
Hubungan Masyarakat dan
Sumber Daya Manusia
10. | Puti Astri | Kepala  Subbagian  Keuangan, | Anggota
Primawardani

Umum dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

A HL‘UTO
O SX11S RENVYEIC

HAMDANI
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